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LAMPrIrcAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
Nomor : 142 Tahun 2021
Nomor : 70/DPP-SP/14/2021

Perbuatan Yang Diproses Berdasarkan Mekanisme Intern
dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

e

1 Jenis

" Jenis Perbuatan Sanksi
g M. Membiarkan Terjadinya Pelanggaran

“Ta. Atasan Langsung/Pejabat Berwenang yang mengetahui, | SP-ll

memperoleh laporan atau informasi bahwa telah terjadi

pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan, tetapi tidak melakukan

tindakan apapun terhadap pelanggar, atau melakukan tindakan
ng tidak sesuai dengan keharusan dan kepatutan.

b. Karyawan yang menghalang-halangi atau menghambat proses | SP-Il

|___pelaporan pelanggaran kepada pihak berwajib.

Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah

a. Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama 3 (tiga) sampai | SP-II
dengan 4 (empat) Hari Kerja berturut-turut.

b. Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama 3 (tiga) Hari Kerja | SP-I
secara berselang hari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

c. Tidak masuk kerja pemberitahuan yang sah selama 4 (empat) | SP-II
sampai dengan 7 (tujuh) Hari Kerja secara berselang hari dalam
kurun waktu 2 (dua) bulan.

d. Melakukan presensi atas nama Karyawan lain atau melakukan | SP-II
perbuatan lain yang menimbulkan kesan seakan-akan Karyawan
lain tersebut masuk kerja.

3. Terlambat Masuk Kerja/Pulang Lebih Awal/

Meninggalkan Kantor Pada Jam Kerja

a. Terlambat masuk kerja di atas batas toleransi, meninggalkan | SP-I
kantor pada jam kerja dan/atau pulang lebih awal tanpa
pemberitahuan secara berturut-turut atau berselang hari sebanyak
7 (tujuh) kali sampai dengan 14 (empat belas) kali dalam kurun
waktu 1 (satu) bulan.

b. Terlambat masuk kerja di atas batas toleransi, meninggalkan | SP-II
kantor pada jam kerja dan/atau pulang lebih awal tanpa
pemberitahuan secara berturut-turut atau berselang hari sebanyak
15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) kali dalam kurun
waktu 2 (dua) bulan.

4. Pakaian Kerja dan Atribut Lainnya

Tanpa alasan yang sah tidak memakai pakaian kerja dan segala| SP-|

atribut kerja sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku di Perusahaan

secara berturut-turut atau berselang hari sebanyak 5 (lima) Hari Kerja
dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
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5. | Menolak atau Mengabaikan Perintah Kedinasan dan Pelaksanaan
Waskat

a. Tanpa alasan yang sah, tidak melaksanakan perintah kedinasan SP-l |
tertulis, sesuai dengan fungsi atau jabatannya, _atau memperlambat
pelaksanaan perintah kedinasan agar terhindar dari perintah
kedinasan tersebut atau untuk menghambat pelaksanaan perintah
tersebut.

b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan | SP-II
secara berulang.

c. Tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan Pengawasan Melekat | SP-I|
(Waskat) yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga secara
langsung mengakibatkan timbulnya kerugian perusahaan.

d. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ yang dapat
menjadi faktor pertimbangan pembebasan dari sanksi adalah:
waskat tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan sarana,
waktu, formasi SDM, waktu kerja normatif, dan/atau sistem kerja
yang tidak memungkinkan waskat terlaksana dengan semestinya,
atau terdapat skala prioritas pekerjaan yang tidak dapat
ditinggalkan, seperti misalnya: pelayanan nasabah, menjalankan
perintah atasan.

e. Jka terbukti dengan sengaja merekayasa faktor-faktor | PHK
sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan kemudian timbul
kerugian perusahaan.

6. Melakukan Bisnis Pribadi Dengan Menggunakan Fasilitas

Perusahaan

a. Menjalankan kegiatan bisnis (barang maupun jasa), tanpa izin| SP-lIl
resmi dari Pejabat Berwenang, secara sendiri maupun bersama-
sama dengan orang lain, dengan menggunakan nama
Perusahaan, sarana kerja/sarana-prasarana lainnya milik
Perusahaan, data-data nasabah, ruangan, bangunan dan/atau
alamat milik Perusahaan yang dapat mengganggu suasana kerja,
menghambat tugas pekerjaan, produktivitas, ketenangan kerja
Karyawan lain, dan/atau kegiatan Perusahaan.

b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap
dilaksanakan, maka dinyatakan sebagai perbuatan pengulangan.

y & Menjalankan Kegiatan Bisnis Perusahaan Secara Pribadi

a. Menjalankan bisnis yang sejenis dengan bisnis Perusahaan, | SP-II
seperti Gadai maupun produk-produk lain, yang dilakukan sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain, sehingga dapat
merugikan perusahaan.

b. Penjatuhan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak menghilangkan kewajiban untuk menghentikan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

8. Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Anggota Legislatif

atau Kepala Daerah / Kepala Desa

a. Terdaftar sebagai pengurus partai politik pada semua tingkatan, | SP-Il|
dan tidak mengundurkan diri dari kepengurusan tersebut dalam
waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diperingatkan oleh

A 2

== [fT e T THATR T3
s ATk e 4 [ 179 Le)

Optimized using |————— Perjanjian Kerja Bersama Periode 2021-2023 z
trial version
www.balesio.com

Dipindai dengan CamScanner



/1

— Perusahaan.

5. Terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif (termasuk Calon
Anggota Dewan Perwakilan Daerah), dan tidak mengundurkan diri

dari pencalonannya tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu)
bulan sejak diperingatkan oleh Perusahaan.

SP-llI

",
C.

Terdaftar sebagai Calon Kepala Daerah (Gubernur/Wakil
Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, atau Bupati/Wakil Bupati) atau
Kepala Desa/Wakil Kepala Desa.

SP-IlI

d.

Tidak mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik, Calon
Anggota Legislatif, Calon Kepala Daerah atau Calon Kepala Desa
dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak mendapatkan SP-IIl.

PHK

"e. Prosedur PHK atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada

huruf d adalah PHK melalui perundingan bipartitmediasi/putusan

pengadilan hubungan industrial.

Kesusilaan

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah.

PHK

b.

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
seperti melakukan pelecehan seksual, melakukan hubungan suami
istri tanpa terlebih dahulu diikat oleh perkawinan yang sah,
sehingga dapat mengakibatkan tercemarnya harga diri, martabat,
dan kehormatan Karyawan lain atau orang lain.

PHK

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
seperti melakukan bujuk rayu, godaan/ajakan yang bersifat intim
atau yang sejenis kepada Karyawan lain.

SP-lI

10

Melakukan Pungutan Tidak Sah dan Menerima Pemberian

Karyawan yang melakukan pungutan uang dan/atau barang secara
tidak sah kepada sesama Karyawan, rekanan/mitra kerja dan/atau
orang lain selain nasabah, dan/atau meminta gratifikasi.

SP-lll

Menerima gratifikasi atau janji gratifikasi dari sesama Karyawan
atau orang lain selain nasabah, padahal patut diketahui bahwa
pemberian itu berkaitan dengan tugas, fungsi atau jabatannya dan
dimaksudkan untuk mempengaruhi  pekerjaannya  atau
pelaksanaan tugas.

SP-lI

Yang dimaksud dengan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b adalah pemberian dalam arti luas yang

meliputi:

1) pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman
tanpa bunga atau lainnya yang sejenis;

2) fasilitas penginapan, fasilitas perjalanan, fasilitas pengobatan
atau lainnya yang sejenis yang diberikan secara cuma-cuma.

Ketentuan huruf b dikecualikan dalam hal Karyawan segera
melaporkan kepada atasannya bahwa Karyawan dimaksud dalam
keadaan tidak dapat menolak pemberian gratifikasi atau janji
pemberian gratifikasi tersebut dan mempertanggungjawabkan
dan/atau menjamin bahwa gratifikasi atau janji gratifikasi dimaksud
tidak mempengaruhi pekerjaannya atau pelaksanaan tugas.
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1. Penyalahgunaan Tugas/Fungsi Jabatan

Melakukan suatu pekerjaan atau tindakan yang bukan merupakan | SP-lIl

wewenang atau tugasnya dan/atau tidak sesuai dengan

fungsi/jabatannya, tanpa sepengetahuan, izin, dan/atau perintah
atasannya atau Pejabat Berwenang.

12, Keterangan yang tidak semestinya Berkaitan Dengan Tugas

dan/atau Fungsi/Jabatan

Memberikan keterangan yang tidak semestinya atau keterangan yang | SP-I

tidak sebenarnya dan/atau tidak memberikan keterangan sebagaimana

mestinya berkaitan dengan tugas dan/atau fungsi/jabatannya sehingga
menimbulkan Kerugian Perusahaan atau orang lain atau
menyebabkan rusaknya citra Perusahaan.

13. Perintah Yang Tidak Patut Terhadap Karyawan

a. Karyawan/Pejabat yang memerintahkan, lisan maupun tertulis, | SP-lI|
agar melakukan penyimpangan prosedur/SOP/PKB.

b. Tanpa alasan yang sah, menyerahkan tugas pekerjaan kepada | SP-lI|
Karyawan lain, memerintahkan/menyuruh Karyawan lain untuk
melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi atau
jabatan dari Karyawan lain tersebut, padahal diketahuinya bahwa
Karyawan lain tersebut tidak memiliki pengetahuan dan/atau
keahlian atas pekerjaan yang diperintahkan/disuruh, sehingga
Karyawan lain tersebut melakukan pelanggaran.

c. Jika perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b| PHK
mengakibatkan Fraud atau timbulnya perbuatan yang
dikualifikasikan pidana.

14, Menyerahkan Tugas Pekerjaan

Kepada Pihak Yang Tidak Berwenang _

a. Tanpa alasan yang sah, menyerahkan tugas pekerjaan,
memerintahkan/menyuruh melakukan tugas pekerjaan Perusahaan | SP-lII
kepada pihak yang tidak terikat hubungan kerja dengan
Perusahaan atau hubungan hukum lainnya, sehingga terjadi
penyimpangan prosedur atau menimbulkan Kerugian Perusahaan.

b. Jika perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengakibatkan | PHK
Fraud atau timbulnya perbuatan yang dikualifikasikan pidana.

15. Pelanggaran Di Bidang Audit

a. Pelanggaran terhadap ketentuan audit yang diatur dalam Piagam | SP-lI
SPI atau ketentuan sejenis lainnya.

b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a| SP-ll
menimbulkan Kerugian Perusahaan.

c. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan | SP-I
karena kelalaian.

16. Menghalang-halangi/Menghambat Tugas Pemeriksaan

Menghalang-halangi dan/atau menghambat tugas pemeriksaan atau| SP-ll

pemrosesan suatu pelanggaran.

17 Pengadaan Jasa Tenaga Profesional

a. Memberikan informasi yang tidak sebenarnya, yang membuat| SP-I
Pejabat Berwenang menunjuk tenaga profesional yang

ekerjaan/hasil kerjanya tidak optimal karena kualitasnya yang di

sz [T T Ty THATKT$]
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T bawah rala-rata atau kredibilitasnya diragukan, padahal dengan

biaya yang dikeluarkan sepatutnya dapat ditunjuk tenaga
profesional yang kredibilitasnya dan hasil kerjanya lebih baik.

b. Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a
diantaranya konsultan hukum, konsultan SDM, konsultan
bangunan, konsultan GCG, konsultan teknologi informasi, atau
konsultan lainnya, akuntan publik, advokat, notaris, psikolog, dan
profesi lainnya yang dalam memberikan jasanya memiliki sertifikasi

| profesi dan/atau izin sesuai dengan bidangnya.

'f Penerusan Surat Melalul Saluran Dinas

Tanpa alasan yang sah tidak meneruskan surat yang dikirimkan [ SP-II

melalui saluran dinas kepada Pejabat yang lebih tinggi.

1. Penyampaian Produk Peraturan/Surat Dinas

a. Tanpa alasan yang sah tidak  mendistribusikan/ | SP-I
menginformasikan/menyampaikan kepada Unit Kerja
terkaitKaryawan yang berkepentingan dokumen/surat-surat
mengenai  produk-produk peraturan/surat-surat dinas yang
ditujukan kepada Karyawan yang berkepentingan.

b. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
menghilangkan kewajiban untuk mendistribusikan/
menginformasikan/menyampaikan kepada wunit kerja terkait/
Karyawan yang berkepentingan dokumen/surat-surat mengenai
produk-produk aturan/surat-surat dinas yang ditujukan kepada

Karyawan yang berkepentingan.
c. Pelanggaran terhadap ketentuan huruf b merupakan pengulangan
| pelanggaran.
20. Pelanggaran Aspek Aplikasi

a. Tanpa alasan yang sah meninggalkan komputer pada| SP-II
keadaan/kondisi aplikasi sedang terbuka sehingga dapat
disalahgunakan oleh pihak lain.

b. Memberikan kode akses berupa nama pengguna (user name)| SP-lll
maupun kata kunci (password) kepada orang yang tidak berhak.

c. Menggunakan aplikasi tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku | SP-II
yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem aplikasi,
mengakibatkan pembengkakan pada penampungan data, dan/atau
mengakibatkan terganggunya operating sistem dan/atau
mengganggu kelancaran operasional.

d. Melakukan pemutakhiran (up dating) aplikasi tidak sesuai dengan | SP-I

prosedur yang berlaku sehingga mengakibatkan terganggunya

operating sistem dan/atau kelancaran operasional, atau mengubah

kode sumber (source code) aplikasi tanpa seizin Unit Kerja di

bidang Teknologi Informasi sehingga mengakibatkan sistem

aplikasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

e. Tanpa alasan yang sah menggandakan (meng-copy) aplikasi| SP-lli

bukan dalam kepentingan dinas sehingga dapat merugikan

Perusahaan, memodifikasi aplikasi, atau mengubah konfigurasi

tampilan (setting) yang sedang berjalan sehingga aplikasi tidak

berfungsi sebagaimana mestinya.
T T THATRTH]
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f. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai| SP-l||
dengan huruf e menimbulkan kerugian Perusahaan.

g. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai PHK |
dengan huruf e mengakibatkan terjadinya Fraud atau perbuatan
ang dikualifikasikan pidana.

h. Memasukan program seperti virus, spam dan lainnya yang sejenis | PHK
sehingga mengganggu kelancaran sistem aplikasi dan/atau
operating system.

21. Pelanggaran Aspek Database

a. Memasukkan aplikasi database di luar prosedur yang berlaku, | PHK
menduplikasi database, dan/atau memasukan utilities database
untuk mengubah database untuk menguntungkan diri sendiri/orang
lain.

b. Tanpa alasan yang sah menghapus dan/atau memodifikasi struktur | PHK
database sehingga terganggunya sistem yang sedang berjalan,
menghilangkan data/database atau menghapus folder database
yang berakibat timbulnya Kerugian Perusahaan.

c. Tidak melakukan back up atau perawatan database sesuai| SP-I
prosedur yang berlaku.

22. Pelanggaran Aspek Jaringan

a. Tanpa alasan yang sah menambah koneksi jaringan untuk | SP-III
kepentingan pribadi, memasukan aplikasi yang dapat mengganggu
bandwith jaringan, atau menggunakan resource jaringan untuk
kepentingan pribadi.

b. Tanpa alasan yang sah memberikan kode akses berupa nama| SP-Il
pengguna (username), kata kunci (password), PIN dan/atau token
kepada orang yang tidak berhak guna melakukan akses terhadap
komputer yang terhubung dengan jaringan.

c. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b menimbulkan | PHK
kerugian Perusahaan.

d. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a| PHK
mengakibatkan terjadinya Fraud atau perbuatan yang
dikualifikasikan pidana.

23. Pelanggaran Aspek Perangkat Keras

a. Tanpa alasan yang sah mengkoneksikan peralatan/periengkapan | SP-Il
komputer atau menambah peralatan/perlengkapan komputer yang
tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan, atau tidak
melakukan perawatan terhadap perangkat keras.

b. Merusak perangkat keras, menukar, dan/atau mengambil | PHK
perangkat keras milik Perusahaan.

c. Jika perbuatan huruf b terdapat unsur pidana. PHK

24. Menolak Melaksanakan Mutasi
a. Tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan mutasi setelah | SP-I|
melewati tenggang waktu yang ditentukan.
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—Tb. Termasuk kategori alasan yang sah dari perbuatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a adalah diantaranya menolak mutasi yang
melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 143 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan
Pasal 11 PKB ini.
c. Karyawan yang memutasikan Karyawan di bawahnya yang| SP-I
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2% Menghambat Pelaksanaan Mutasi
Atasan Langsung/Atasan dari Atasan Langsung yang tanpa alasan| SP-ll
ng sah menunda pelaksanaan mutasi.

%6, | Menolak Mengikuti Diklat dan Membocorkan Soal Ujian
Diklat/ Assessment
— |a. Tanpa alasan yang sah menolak mengikuti Diklat. SP-lI
b. Dengan sengaja membocorkan soal-soal ujian diklat dan/atau | SP-llI

assessment.

27, Pembayaran Penghasilan, Biaya Lainnya dan Waktu Kerja

a. Tanpa alasan yang sah, tidak membayarkan penghasilan atau [ SP-lll
mengurangi penghasilan Karyawan yang secara hukum
masih/sudah terikat hubungan kerja dengan Perusahaan.

b. Tidak membayarkan penghasilan sesuai dengan ketentuan, yang | SP-lll
berhubungan dengan fungsi/jabatan seorang Karyawan, padahal
Karyawan yang bersangkutan sudah melaksanakan
fungsi/jabatannya.

c. Tidak memproses dan membayarkan upah lembur, padahal pada | SP-llI
kenyataannya kerja lembur benar-benar dilakukan, dan kerja
lembur tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

d. Tidak membayarkan seluruh atau sebagian komponen upah yang [ SP-lII
termasuk upah pokok dan tunjangan tetap kepada Karyawan yang
tidak bekerja berdasarkan alasan yang sah.

e. Pelanggaran ketentuan mengenai cuti Karyawan yang sudah diatur | SP-II
dalam PKB ini yang mengakibatkan hilang/berkurangnya hak
Karyawan.

f. Tidak membayarkan, seluruhnya maupun sebagian, komponen | SP-I
biaya perjalanan dinas dan/atau biaya perjalanan pindah sesuai
ketentuan yang berlaku atau tidak memberikan biaya/sarana
perjalanan dinas sesuai haknya.

28. Rekrutmen Karyawan

Melaksanakan proses rekrutmen Karyawan tidak sesuai dengan | SP-Ill

ketentuan yang berlaku.

29. | Mempekerjakan Karyawan Kontrak Dan Karyawan Harian Lepas

a. Mempekerjakan Karyawan Kontrak tanpa terlebih dahulu terdapat SP-lll
PKWT yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau jenis

pekerjaannya tidak sesuai dengan peruntukkan bagl PKWT.

b. Mempekerjakan Karyawan Harian Lepas tanpa teriebih dahulu SP-lll
terdapat PKWT yang sesual dengan ketentuan yang berlaku.
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c. Mempekerjakan Karyawan Harian Lepas melebihi waktu 20 (dua| SP-)
puluh) Hari Kerja dalam sebulan.

d. Mempekerjakan tenaga kerja tanpa ada kejelasan status melalui | SP-I| |
perjanjian kerja tertulis sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

30. Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Menyerahkan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan lain melalui | SP-I| |

perjanjian penyediaan jasa pekerja (outsourcing) yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan Peraturan Perundang-undangan.

31. Penyerahan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain, di mana pihak lain tersebut | PHK

tidak terikat hubungan kerja dengan Perusahaan atau tidak terikat

hubungan hukum dengan Perusahaan.

32. | Tidak Melakukan Pemanggilan Terhadap Karyawan Yang Mangkir

Atasan Langsung/Pejabat Berwenang yang tidak melakukan| SP-II

pemanggilan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan selang 3

(tiga) hari dari sejak pemanggilan pertama terhadap Karyawan yang

mangkir selama 5 (lima) Hari Kerja atau lebih berturut-turut tanpa

keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah.

33. Membahayakan Keselamatan/Kesehatan Kerja Karyawan

a. Melakukan/memerintahkan/menganjurkan perbuatan/ tindakan | SP-lI
yang dapat membahayakan keselamatan dan/atau kesehatan kerja
Karyawan.

b. Termasuk ke dalam kategori perbuatan/tindakan sebagaimana
dimaksud pada huruf a adalah tidak melakukan tindakan apapun
untuk mencegah timbulnya suatu keadaan yang dapat
membahayakan keselamatan/kesehatan kerja Karyawan.

c. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b| SP-I
dilakukan karena kelalaian.

d. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf
¢ tidak menghilangkan kewajiban untuk menghentikan
perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau
huruf b.

e. Pelanggaran terhadap ketentuan huruf d merupakan pengulangan
pelanggaran.

f. Kriteria Keselamatan/Kesehatan Kerja mengacu pada prinsip-
prinsip umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

34. Pelaporan Komposisi Keluarga

a. Karyawan tidak melaporkan perubahan komposisi keluarga seperti SP-Il
status pernikahan (yang pertama, jumlah anak, dan lainnya yang
sejenis.

b. Jika laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a sengaja dibuat SP-lll
tidak dengan sebenarnya.

c. Jika laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat tidak [ SP-I
yang sebenarnya karena lalai.

d. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat PHK
unsur pemalsuan dokumen, manipulasi, atau hal lainnya yan
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~T"_ sejenis. T

ol Pelaksanaan Ketentuan Ketenagakerjaan -

"Melakukan perbuatan lain yang berhubungan dengan manajemen| SP-|

SDM yang merupakan pelanggaran terhadap PKB atau Peraturan

| Perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Penggunaan Uang Muka Pembayaran (UMP)

"a. Menyalahgunakan penggunaan Uang Muka Pembayaran (UMP),| SP-|
dengan tidak mendapatkan otorisasi dan/atau fiat dari Pejabat
Berwenang terlebih dahulu, untuk kepentingan diri sendiri dan/atau
orang lain.

b. Menerima UMP tetapi lalai tidak segera menggunakannya dan/atau | SP-|
menggunakan tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UMP

W\

¥\

tersebut.

c. Tanpa alasan yang sah terlambat dalam | SP-|
mempertanggungjawabkan UMP sebagaimana batas waktu yang
telah ditentukan.

Transaksi Keuangan

a. Karyawan yang melakukan tugas bidang keuangan, dengan| SP-II
sengaja melakukan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sehingga merugikan Perusahaan.

b. Tanpa alasan yang sah, dengan sengaja tidak melakukan tugas | SP-|
verifikasi, pencatatan, pembukuan suatu transaksi penerimaan,
pengeluaran, pendapatan, piutang pembelian, hutang, atau
transaksi lainnya.

c. Tanpa alasan yang sah, dengan sengaja tidak melakukan tugas | SP-ll
seperti membayar, menerima, mencatat, dan menyimpan
uang/barang Perusahaan.
d. Membayarkan uang Perusahaan tanpa disertai dokumen yang| SP-ll
lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
38. Laporan Keuangan
a. Tanpa alasan yang sah, tidak melakukan atau terlambat| SP-Il
mengerjakan pembukuan sebagaimana ketentuan standar
akuntansi yang berlaku sehingga mengakibatkan laporan
keuangan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi yang
sebenamya, atau menjadikan isi laporan keuangan tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Tanpa alasan yang sah, tidak melakukan atau terlambat| SP-l

mengerjakan pembukuan sehingga mengakibatkan terlambatnya

penyajian laporan keuangan kepada pihak terkait dan
mengakibatkan Perusahaan dikenakan denda atas keterlambatan
tersebut.

39. Penggunaan Anggaran

a. Karyawan yang karena kewenangannya menggunakan/ | SP-l

membelanjakan anggaran (yang telah mendapatkan ‘ogonsasu)_

untuk kegiatan bisnis Perusahaan yang tidak melalui/didahului
analisa/kajian yang komprehensif, studi kelayakan yang patut,
analisa risiko dan disertai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan

Good Corporate Governance, sehingga menimbulkan Kerugian|
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Perusahaan.

b. Jika Karyawan disuruh/diperintahkan/dianjurkan untuk melakukan | SP-|
perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a.

40. Memberikan Uang Pinjaman Tidak Sesuai Ketentuan

a. Menyuruh/memerintahkan/menganjurkan/mengizinkan Kuasa | PHK
Pemutus Taksiran (KPT) agar memberikan kredit dengan uang
pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan yang beraku di
Perusahaan atau tidak sesuai dengan nilai agunan yang
diserahkan/yang diikat dan/atau memberikan kredit tidak sesuai
prosedur, sehingga menimbulkan kerugian Perusahaan.

b. Kuasa Pemutus Taksiran (KPT) yang dengan sengaja memberikan | PHK
kredit dengan nilai uang pinjaman melebihi ketentuan yang
ditetapkan atau tidak sesuai dengan nilai agunan yang
diserahkan/diikat dan/atau memberikan kredit tidak sesuai
prosedur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain sehingga menimbulkan Kerugian Perusahaan.

c. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan | SP-II
karena kelalaian.

41. Taksiran /Analisis Kredit Yang Tidak Sesuai Ketentuan

a. Menaksir barang jaminan dan/atau melakukan analisis kredit, tidak | SP-II
sesuai dengan ketentuan, sehingga uang pinjaman yang diberikan
kepada nasabah melebihi dari yang seharusnya.

b. Menaksir barang jaminan dan/atau melakukan analisa kredit, tidak | PHK
sesuai dengan ketentuan dan uang pinjaman tidak diberikan
kepada nasabah yang berhak.

c. Kuasa Pemutus Taksiran (KPT) yang meloloskan hasil taksiran | SP-lI
dan/atau hasil analisis kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan| SP-I
karena kelalaian.

e. Menaksir barang jaminan dan/atau melakukan analisis kredit, tidak
sesuai dengan ketentuan, sehingga uang pinjaman yang diberikan | SP-II
kepada nasabah lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga
Perusahaan kehilangan potensi pendapatan.

f. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan | SP-I
karena kelalaian.

42. Memberikan Kredit Yang Bukan Kewenangannya

a. Tanpa alasan yang sah, dengan sengaja mencairkan uang| SP-l
pinjaman/kredit kepada nasabah yang di luar kewenangannya.

b. Tanpa alasan yang sah, dengan sengaja memerintahkan, | SP-Ill
menggerakkan atau membiarkan Karyawan lain yang tidak
berwenang untuk mencairkan uang pinjaman/kredit.

43. Pelaksanaan Tugas Dalam Proses Kredit
Karyawan yang terlibat dalam suatu proses pemberian kredit, yang | SP-lll
tanpa alasan yang sah, dengan sengaja melakukan tugas pekerjaan
yang tidak sesuai dengan fungsifjabatannya atau melakukan tugas
pekerjaan Karyawan lain dimana Karyawan lain tersebut adalah
sebenarnya yang lebih berwenang sesuai dengan fungsi/jabatannya,
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——Teehingga menimbulkan suatu penyimpangan prosedur dan Kerugian
| perusahaan.

ﬁ"!"’" Pelanggaran Pelunasan

— | Tanpa alasan yang sah, menahan, menunda, tidak membukukan atau [ PHK
tidak membayarkan uang pelunasan atau hal lain yang dipersamakan,
tidak membukukan atau tidak membayarkan angsuran kredit atau hal
lain yang dipersamakan selain yang telah diatur dalam Pasal 129.

5. Pencatatan Lelang, Taksir Ulang,
dan Pelaksanaan Lelang
a. Tidak melakukan taksir ulang, dan/atau menunda pelaksanaan | SP-Il
lelang tanpa alasan yang sah.
b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan | SP-|
karena kelalaian.

c. Karyawan yang ditunjuk sebagai pelaksana lelang, turut melakukan | SP-l|
pembelian pada acara lelang untuk kepentingan diri sendiri
dan/atau orang lain.

46. Barang Jaminan Yang Akan Dilelang

a. Tanpa alasan yang sah tidak melelangkan barang jaminan yang | SP-Il
seharusnya dilelang, seluruhnya maupun sebagian.

b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan| SP-I|
karena kelalaian.

c. Menukar barang jaminan yang akan dilelang (barang kasep)| PHK
dengan barang barang lain yang serupa, sebagian maupun
seluruhnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
dan/atau orang lain sehingga merugikan Perusahaan, selain yang
telah diatur dalam Pasal 129.

47. Harga Lelang

Tanpa alasan yang sah menjual dalam lelang dengan harga lebih | SP-lll

rendah dari harga yang ditentukan sehingga merugikan Perusahaan

atau nasabah.

48. Menghambat Pelayanan

Tanpa alasan yang sah, menjalankan tugas pelayanan tidak | SP-Il

sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau

tidak menjalankan tugas pelayanan sehingga berakibat terhambatnya

atau terhentinya pelayanan operasional Perusahaan.

49. Waktu Pelayanan

a. Tanpa alasan yang sah, melayani transaksi terhadap nasabah di| SP-I
luar waktu pelayanan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
berlaku di luar batas toleransi.

b. Memerintahkan/menyuruh/menganjurkan untuk melakukan | SP-lll
perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Karyawan yang diperintahkan/disuruh/dianjurkan untuk melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dijatuhi
sanksi.

50. Etika Pelayanan
Pada saat melayani nasabah, melakukan perbuatan yang tidak patut SP-ll
seperti merokok, makan dan minum di hadapan nasabah, tidak
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menggunakan pakaian kerja serta segala atributnya dengan lengkap, =
mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, ataupun perbuatan lain
yang tidak sesuai dengan etika pelayanan.

51. Menggunakan Aset Perusahaan Untuk Bisnis Pribadi
Menjalankan bisnis pribadi, secara sendiri maupun bersama-sama| SP-|| |
dengan orang lain, dengan menggunakan sarana kerja, ruangan,
bangunan, Rumah Dinas, atau dengan mendirikan bangunan di atas
lahan milik Perusahaan untuk menjalankan bisnis pribadi tanpa izin
resmi dari Pejabat Berwenang, yang dapat menghambat/mengganggu
tugas pekerjaan, mengurangi produktivitas kerja, mengganggu
kegiatan Perusahaan dan/atau merugikan Perusahaan secara materiel
maupun imateriel.

52. Penggunaan Rumah Dinas
a. Tanpa izin menempati Rumah Dinas atau nama lain yang | SP-lll
sejenisnya.

b. Tanpa alasan yang sah tidak bersedia mengosongkan Rumah | SP-lll
Dinas/nama lain yang sejenis meskipun sudah diberikan Surat
Pencabutan Penghunian (SPP) atau nama lain yang
dipersamakan.

c. Dengan tanpa izin Pejabat Berwenang, mengubah bentuk, tata | SP-l
letak (/ay out) dan/atau menyalahi peruntukan Rumah Dinas/nama
lain yang sejenis.

d. Mengizinkan Karyawan yang tidak berhak untuk menempati| SP-ll
Rumah Dinas/nama lain yang sejenis.

53. Aspek Kesekretariatan

a. Tidak mengagendakan, tidak menyimpan dengan baik, atau| SP-l
menghilangkan surat keluar/surat masuk beserta seluruh dokumen
yang terkait, yang sifatnya antar dinas di lingkungan unit kerja,
antar dinas di luar lingkungan unit kerja maupun dengan atau dari
pihak ekstern Perusahaan.

b. Tanpa alasan yang sah, tidak menindaklanjuti pengiriman surat | SP-ll
keluar/dokumen lainnya sesuai dengan kriteria surat/dokumen
tersebut, yang sifatnya biasa, segera atau amat segera, atau tidak
segera menyampaikan surat masuk, faximillie, telegram, pesan
lisan melalui telepon atau hal lainnya yang sejenis sehingga
menghambat proses pekerjaan.

c. Tidak melakukan penatausahaan yang baik Risalah Rapat Direksi. SP-lI

d. Tanpa alasan yang sah, memberikan informasi yang tidak benar SP-ll
atau informasi yang masih memerlukan pengolahan atau klarifikasi
kepada media cetak maupun elektronik sehingga merugikan
Perusahaan.

e. Jika perbuatan sabagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan| SP-I
karena kelalaian.

54 Pelanggaran Lainnya Terhadap SOP

Melakukan pelanggaran terhadap Standard Operating Procedure

(SOP) selain yang diatur angka 1 sampai dengan angka 53 yang

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf

d tetapi bukan termasuk kategori tindak pidana:
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——Ta apablla dilakukan secara sengaja dan menimbulkan Kerugian | SP-Ill
Perusahaan secara finansial.
D. apabila dilakukan karena lalai dan menimbulkan Kerugian | SP-Il
' Perusahaan secara finansial.
c. apabila dilakukan secara sengaja dan tidak menimbulkan Kerugian |  SP-|
Perusahaan secara finansial.
d. apabila dilakukan karena lalai dan tidak menimbulkan Kerugian| SP-|
Perusahaan secara finansial.
e. Kerugian Perusahaan secara finansial sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tetap menjadi unsur perbuatan meskipun
kerugian tersebut kemudian diselesaikan atau diganti.

pemikian lampiran PKB ini dibuat dan ditandatangi di Jakarta, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari PKB
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